
 

 
 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
TAHUN 2019 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan  

Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran   Negara  Tahun  1958 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 

Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 

Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran 
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 264);  
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 



2 

 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 

2008 Nomor 08 Seri A); 
  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1); 

 
  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku 

Tenggara. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. 
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah, berupa 
hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan 

belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. 
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang 

diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota 

DPRD. 
 

BAB II 
PENGHASILAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

 

Pasal 2 
(1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah. 

(2) TKI diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD 
dengan rincian: 
5 x Rp.2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00. 

 
 

 




